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BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR   252   TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2009

BUPATI BANTUL,

	Menimbang : 
	a. 
	bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin agar tercapai derajat kesehatan yang optimal, perlu adanya pelayanan kesehatan melalui Program Jamkesmas Kabupaten Bantul; 


	
	b. 
	bahwa agar penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a  dapat efektif dan efisien maka perlu di bentuk Tim Koordinasi Program Jamkesmas Kabupaten Bantul;


	
	c. 
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Kabupaten Bantul Tahun 2009; 


	Mengingat : 
	1. 
	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;


	
	2.
	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; 



	
	3. 
	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 


	
	4. 
	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 


	
	5. 
	Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara; 


	
	6. 
	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 


	
	7.
	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 


	
	8. 
	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;


	
	9. 
	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 



	
	10. 
	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009; 



	
	11.
	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15; 



	
	12. 
	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan; 



	
	13. 
	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 


	
	14. 
	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentantg Organisasi Perangkat Daerah; 


	
	15. 
	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 316/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009; 


	
	16. 
	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul; 


	
	17. 
	Peraturan Bupati iBantul Nomor 59 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;


	
	
	MEMUTUSKAN :

	Menetapkan 
	: 
	

	KESATU 
	: 
	Membentuk Tim Koordinasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Kabupaten Bantul Tahun 2009 dengan susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini. 


	KEDUA 
	: 
	Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah : 

	
	
	a. menetapkan arah kebijakan koordinasi dan sinkronisasi Program Jamkesmas Kabupaten Bantul;

b. melakukan pembinaan dan pengendalian Program Jamkesmas Kabupaten Bantul;

c. melaksanakan pertemuan review/evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan; dan

d. menyelesaikan permasalahan Jamkesmas yang menyangkut lintas sektor di Kabupaten Bantul.



	KETIGA 
	: 
	Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Sektor kesehatan Tahun Anggaran 2009; 



	KEEMPAT 
	:
	Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 188 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Kabupaten Bantul Tahun 2008 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

	
	
	

	KELIMA
	: 
	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2009. 


Ditetapkan di Bantul

pada tanggal

BUPATI BANTUL, 

M. IDHAM SAMAWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Kepala Biro Hukum setda Propinsi DIY;

3. Ketua DPRD Kab. Bantul;

4. Kepala Bappeda Kab. Bantul;

5. Kepala Inspektorat Kab. Bantul;

6. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul;

7. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Bantul;

8. Kepala DPKAD Kab. Bantul;

9. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya. 

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR             TAHUN 2009

TANGGAL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

	NO.
	JABATAN DALAM TIM
	JABATAN DALAM DINAS
	KETERANGAN

	1. 
	Pelindung 
	Bupati Bantul 
	

	2. 
	Ketua 
	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
	

	3. 
	Anggota 
	1. Asisten Administrasi Setda Kab. Bantul

2. Ketua Komisi A DPRD Kab. Bantul

3. Kepala PT Askes (Persero) Asisten Area Manager (AAM) Kab. Bantul

4. Kepala DPKAD Kab. Bantul

5. Kepala Dinas Sosial Kab. Bantul
	

	
	Sekretariat
	
	

	5.  
	Ketua 
	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul
	

	6. 
	Anggota 
	1.   Direktur RSUD Panembahan Senopati Kab. Bantul
2. Kepala Bidang Data dan Pengkajian BKK, PP dan KB Kab. Bantul
	


BUPATI BANTUL, 

M. IDHAM SAMAWI

BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR         TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 252 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) KABUPATEN BANTUL TAHUN 2009

BUPATI BANTUL,

	Menimbang : 
	a. 
	bahwa dengan adanya perubahan pembidangan komisi DPRD Kabupaten Bantul periode 2009-2014, perlu adanya perubahan Pembentukan Tim koordinasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Kabupaten Bantul Tahun 2009; 



	
	b. 
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 252 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim koordinasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Kabupaten Bantul Tahun 2009; 



	Mengingat : 
	1. 
	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; 



	
	2. 
	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 



	
	3. 
	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 



	
	4. 
	Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara; 



	
	5. 
	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 



	
	6. 
	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 



	
	7. 
	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;



	
	8. 
	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 



	
	9. 
	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009; 



	
	10.
	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan; 



	
	11. 
	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 



	
	12. 
	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentantg Organisasi Perangkat Daerah; 



	
	13. 
	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 316/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009; 



	
	14. 
	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas di Kabupaten Bantul; 



	
	15. 
	Peraturan Bupati bantul Nomor 59 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul; 



	
	
	MEMUTUSKAN :

	Menetapkan  
	: 
	

	KESATU 
	: 
	Mengubah Keputusan Bupati Bantul Nomor 252 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Kabupaten Bantul Tahun 2009 sebagai berikut : 

Ketentuan Nomor 2 kolom 3 yang semula berbunyi Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bantul diubah sehingga berbunyi Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bantul.



	KEDUA 
	: 
	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Oktober 2009. 


Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal

BUPATI BANTUL, 

M . IDHAM SAMAWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Kepala Biro Hukum setda Propinsi DIY;

3. Ketua DPRD Kab. Bantul;

4. Kepala Bappeda Kab. Bantul;

5. Kepala Inspektorat Kab. Bantul;

6. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul;

7. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Bantul;

8. Kepala DPKAD Kab. Bantul;

9. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya. 

